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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah sudah menumbuhkan rasa keterlibatan 

masyarakat yang lebih besar dalam upaya pembangunan. Hasilnya, masyarakat 

tidak lagi hanya menjadi penerima pasif dari inisiatif pembangunan; sebaliknya, 

mereka sudah muncul sebagai peserta aktif dalam membentuk proses tersebut. Hal 

ini mendorong tercapainya hasil pembangunan yang lebih cepat dan berdampak 

signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Partisipasi masyarakat tidak hanya dilangsungkan melalui lembaga non- 

formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok 

kepentingan lainnya, tetapi juga melalui lembaga formal seperti Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut I 

Wayan Gede Wirawan (2023), Pembentukan BPD memiliki tujuan penting: untuk 

menumbuhkan semangat kerukunan dan keterlibatan kolaboratif antara kepala desa 

dan pemerintah desa. Bertindak sebagai corong masyarakat, BPD berfungsi sebagai 

badan legislatif di tingkat desa, mirip dengan peran DPRD di tingkat kabupaten, 

kota, provinsi, dan nasional. Melalui struktur ini, BPD bertujuan untuk 

mempromosikan dialog dan kerja sama yang konstruktif, memastikan bahwasanya 

kepentingan penduduk desa terwakili dan ditangani dengan saksama. 

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bahwasanya 

Efektivitas BPD bergantung pada partisipasi aktifnya dalam pembuatan kebijakan 

desa, karena harus sejalan dengan harapan dan aspirasi masyarakat yang 

dilayaninya. Dari perspektif masyarakat, otonomi daerah menaikkan transparansi 

tata kelola desa dan menyederhanakan prosedur birokrasi, yang pada akhirnya 

menghasilkan manfaat langsung dan jangka panjang bagi pembangunan desa. 

Keterlibatan BPD ialah contoh komitmen sejati terhadap keterlibatan masyarakat 

dalam tata kelola desa. 

Kabupaten Banyuasin, yang terletak di Sumatera Selatan, Indonesia, 

terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, menyusul 
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diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kabupaten ini 

mencangkup 21 kecamatan, 16 kelurahan, dan total 288 desa. Di antara jumlah 

tersebut, Kecamatan Banyuasin III mencangkup 2 kelurahan dan 21 desa. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 42 

Tahun 2020, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang sah dan 

memiliki batas wilayah yang ditetapkan, berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan daerah serta kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hak 

tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang 

menegaskan bahwasanya desa memiliki kewenangan untuk mengatur diri sendiri, 

terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat, hak tradisional, dan inisiatif 

lokal. Undang-undang ini memperkuat kewenangan kepala desa dan 

memperkenalkan lembaga Musyawarah Desa, sebuah wadah kolaboratif yang 

mempertemukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan 

perwakilan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu penting tata 

kelola. Forum ini dirancang untuk mendorong pengembangan desa sebagai 

komunitas yang kohesif, pada akhirnya memungkinkan mereka untuk secara 

kolektif menangani dan menyelesaikan masalah-masalah penting. 

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung 

oleh warga desa yang semuanya berstatus warga negara Indonesia. Pemimpin 

terpilih ini bertanggung jawab kepada masyarakat, dengan kewajiban 

menyampaikan laporan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Selanjutnya, 

kepala desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan pokok-pokok 

pertanggungjawaban tersebut kepada warga desa. BPD sebagai lembaga yang 

memegang peranan penting dalam tata kelola pemerintahan desa memiliki peran 

yang sangat penting dalam meminta klarifikasi atau keterangan tambahan terkait 

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa. Berdasarkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 42 Tahun 2020, BPD ialah lembaga 

yang melaksanakan tugas pemerintahan, yang anggotanya dipilih secara demokratis 

untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat desa berdasarkan keterwakilan daerah. 
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Negara Indonesia mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri tanpa 

campur tangan dari pihak luar. Desa-desa ini, yang memiliki tradisi otonomi asli 

yang sudah berlangsung lama, tidak hanya ialah entitas yang dinamis tetapi juga 

memainkan peran penting dalam memperkaya warisan budaya Indonesia 

(Kushandajani, 2016). Dengan otonomi ini, desa-desa di Indonesia memiliki 

keragaman yang kaya dan unik, mencerminkan nilai-nilai lokal yang menjadi 

sumber kekuatan budaya bagi negara. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting sebagai 

lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih secara langsung oleh rakyat 

melalui proses yang bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh anggotanya sendiri dan 

berfungsi sebagai bagian dari tata pemerintahan desa yang terkait dengan proses 

demokrasi di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan perkembangan demokrasi dan 

upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam 

membentuk peraturan desa bersama kepala desa, memastikan aspirasi masyarakat 

didengar dan ditindaklanjuti, serta menjadi jembatan antara pimpinan desa dan 

warganya. BPD yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa, sudah 

mengadopsi nama baru ini untuk lebih mencerminkan budaya politik lokal, yang 

berakar pada prinsip "musyawarah untuk mufakat." Di sini, musyawarah 

menandakan proses kolaboratif, sedangkan konsensus mewakili hasil dari proses 

tersebut. Pendekatan musyawarah yang efektif sangat penting untuk mencapai 

keputusan yang tepat dan untuk mengurangi konflik di antara para pemimpin 

masyarakat yang bisa berdampak negatif pada masyarakat yang lebih luas. Selain 

itu, BPD mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola desa. Untuk 

menaikkan efektivitas tata kelola desa, BPD bekerja sama dengan pemerintah desa 

untuk memfasilitasi Musyawarah Desa. Pertemuan-pertemuan ini mempertemukan 

BPD, para pemimpin desa, dan anggota masyarakat untuk membahas dan mencapai 
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kesepakatan mengenai inisiatif kebijakan utama. Hasil musyawarah ini menjadi 

dasar bagi BPD dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan mereka. 

Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD memegang peranan penting 

dalam bekerja sama dengan kepala desa untuk membahas dan merampungkan 

rancangan peraturan desa, guna memastikan bahwasanya aspirasi masyarakat 

tercermin dalam tata kelola pemerintahan. BPD juga bertanggung jawab untuk 

mengawasi kinerja kepala desa. Dalam kapasitas ini, BPD berperan sebagai mitra 

kolaboratif bagi pemerintah desa, yang memiliki kepentingan yang sama dalam 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan upaya 

pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa contoh di mana fungsi BPD 

tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam memberikan layanan berkualitas 

kepada masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan kinerja BPD kemungkinan 

akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah desa dan pemerintah 

daerah secara keseluruhan. 

Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan 

tugasnya mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan pemerintahan desa 

berjalan transparan dan efektif. Berikut ialah beberapa wewenang yang dimiliki 

oleh BPD: 

1. Mengadakan pertemuan dengan Masyarakat untuk mengumpulkan aspirasi 

dan masukan terkait berbagai isu di desa; 

2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, baik secara 

lisan maupun tertulis; 

3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang termasuk dalam kewenangan 

BPD, guna mengatur kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

desa; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk 

pengawasan terhadap implementasi program-program desa; 

5. Meminta keterangan dari Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan 

pemerintahan desa, memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat 

dan transparan; 
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6. Menyatakan perspektif mengenai pelaksanaan Pemerintahan Desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan 

masyarakat desa; 

7. Memantau aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

8. Menyusun tata tertib BPD guna menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan 

fungsi BPD. 

9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur atau Walikota 

melalui Camat, khususnya terhadap masalah penting yang timbul di desa. 

10. Menyusun dan menyampaikan usulan tertulis biaya operasional BPD untuk 

dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Penghasilan dan Belanja Desa 

(APBDes) kepada Kepala Desa. 

11. Mengelola biaya operasional BPD yang dialokasikan melalui APBDes dan 

melaksanakan fungsi dan kegiatannya. 

12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antarlembaga desa untuk 

memperkuat koordinasi antarlembaga desa. 

13. Melakukan kunjungan ke masyarakat dalam rangka tugas monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Memastikan program desa berjalan sesuai dengan rencana. Wewenang tersebut 

bertujuan untuk memastikan bahwasanya BPD bisa menjalankan perannya sebagai 

representasi masyarakat dan mitra kerja pemerintah desa secara efektif, dengan 

fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berikut ialah 

tabel yang menggambarkan tingkat pendidikan ketua, wakil ketua, dan anggota 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 

Tabel 1.1 

Tingkat Pendidikan BPD Pelajau 
 

Posisi Jumlah Anggota Tingkat Pendidikan 

Ketua BPD 1 S1 

Wakil Ketua BPD 1 SMA 

Seketaris BPD 1 S1 

Anggota BPD 3 S1(2 Orang),SMA (1 Orang ) 

(Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2023) 
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Dengan rata-rata tingkat pendidikan anggota BPD ialah S1, diharapkan 

mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD 

secara efektif. Namun, ada perbedaan dalam tingkat pendidikan antara ketua, wakil 

ketua, dan beberapa anggota BPD yang mungkin mempengaruhi dinamika dan 

efektivitas kelembagaan. Tingkat pendidikan yang bervariasi ini bisa 

mempengaruhi kemampuan anggota BPD dalam menjalankan fungsi mereka, pada 

akhirnya penting untuk mempertimbangkan pelatihan dan pengembangan kapasitas 

agar seluruh anggota bisa berkontribusi secara optimal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Tabel 1.2 

Data Personalia Badan Permusyawaratan Desa Pelajau 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin 

 

No Nama Tempat 
Lahir 

Tanggal 
Lahir 

Pendidika 
n 

Jabatan Pekerjaan 

1 Nofri Yadi, 
S.Kom 

Pelaja 
u 

20-04-1990 S1 Ketua Wiraswas 
ta 

2 Wiwin asefta pelaja 
u 

14-10-1993 SMA Wakil Ketua Wiraswas 
ta 

3 Aniar Helda, 
S.Pd 

Pelaja 
u 

05-08-1990 S1 Sekretaris Guru 

4 Topik Istora, 
S.Sos 

Pelaja 
u 

12-06-1987 S1 Anggota Wiraswas 
ta 

5 Misnayanti Pelaja 
u 

18-08-1990 SMA Anggota Wiraswas 
ta 

(Sumber : Data Primer, hasil wawancara penelitian tahun 2023) 

Meskipun anggota BPD sudah memiliki latar belakang pendidikan yang 

baik, mereka masih menemukan masalah yang menghambat mereka dalam 

mencapai tujuan. Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara, peneliti 

menemukan beberapa masalah seperti: 

Pertama, Ketidakaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

melaksanakan tugasnya diduga bersumber dari pemahaman yang terbatas terhadap 

perannya dan kurangnya skala prioritas dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, 

BPD tidak berfungsi secara efektif pada akhirnya tidak mampu memberikan 

kontribusi bagi pembangunan desa secara organik. Selain itu, terbatasnya 

keterlibatan BPD dalam proses pengambilan keputusan di desa menyebabkan 
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rendahnya tingkat keterlibatan dan aktivitasnya. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, BPD berwenang untuk bekerja sama dengan 

perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa. Upaya kerja sama ini ialah 

kontribusi vital yang harus dilangsungkan oleh BPD, namun belum terealisasi oleh 

BPD Desa Pelajau, Kecamatan Banyusin III, Kabupaten Banyuasin. 

Selanjutnya, Tantangan yang dihadapi anggota BPD dalam menjalankan 

perannya bersumber dari latar belakang dan jadwal yang beragam, pada akhirnya 

menghambat koordinasi yang efektif. Misalnya, di antara lima anggota BPD, hanya 

60% yang terlibat aktif dalam komunikasi, sedangkan sisanya disibukkan dengan 

komitmen masing-masing. Saat ini, BPD terutama mengandalkan laporan dari 

kecamatan untuk memandu kinerjanya, dan kesadaran mereka terhadap 

perkembangan masih terbatas. Sebaliknya, di masa lalu, BPD memiliki 

kewenangan untuk menilai dan memengaruhi kinerja kecamatan, serta memahami 

sumber pendanaan dan proyeksi proyek. 

Kedua, Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih belum 

memadai, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat tidak menjalankan 

peran pengawasannya secara efektif. Ketika proyek pembangunan dilaksanakan, 

anggota BPD cenderung hanya berfokus pada konfirmasi apakah proyek sudah 

selesai, hanya memastikan bahwasanya rencana awal terealisasi. Namun, 

pendekatan pengawasan yang terbatas ini kurang mendalam, karena BPD tidak 

terlibat dalam pemantauan komprehensif terhadap keseluruhan proses 

pembangunan. Pengawasan yang efektif seharusnya tidak hanya sekadar 

memverifikasi penyelesaian proyek; pengawasan harus melibatkan pemeriksaan 

menyeluruh pada setiap tahap proses pembangunan sampai selesai. Pengawasan 

komprehensif ini akan memungkinkan BPD untuk mengidentifikasi dan mengatasi 

setiap tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, pada akhirnya memungkinkan 

laporan pembangunan yang lebih rinci dan informatif yang disiapkan oleh BPD. 

Ketiga, Efektivitas komunikasi dan koordinasi antara Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam menjalankan tata kelola 

pemerintahan desa saat ini masih terkendala. Kendala ini terutama bersumber dari 

kurangnya transparansi aparat desa terkait informasi penting mengenai bantuan 
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desa, yang seharusnya juga diketahui oleh BPD. Akibatnya, dialog antara BPD dan 

Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, permintaan laporan 

pertanggungjawaban dari BPD tidak pernah ditanggapi, dan juga kurangnya 

informasi terkait alokasi dana ke lembaga lain. Kesenjangan komunikasi ini 

menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya kekompakan antara BPD dan Kepala 

Desa, yang semakin mempersulit upaya kolaboratif mereka. 

Keempat, BPD belum cukup proaktif dalam menyelenggarakan pertemuan 

atau konferensi dengan masyarakat. Salah satu tanggung jawab utamanya ialah 

memfasilitasi pertemuan masyarakat untuk mengumpulkan wawasan dan aspirasi. 

Hal ini menempatkan BPD sebagai platform penting bagi warga untuk 

menyampaikan perspektif dan keprihatinan mereka. Namun, kurangnya pertemuan 

rutin dan keterlibatan masyarakat saat ini sudah membuat individu kesulitan untuk 

menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka secara efektif. Misalnya, dalam kasus 

pembangunan pondasi sungai, keterlibatan BPD sangat minim, sebagian besar 

karena kurangnya dialog dengan masyarakat, seperti yang disorot dalam wawancara 

dengan penduduk setempat. Situasi ini menggarisbawahi kebutuhan penting bagi 

BPD untuk menaikkan keterlibatannya dengan masyarakat melalui pertemuan rutin. 

Interaksi semacam itu tidak hanya akan menumbuhkan hubungan yang lebih kuat 

antara BPD dan masyarakat tetapi juga memperdalam pemahaman BPD mengenai 

kebutuhan dan prioritas setempat. 

Kesepakatan yang dicapai antara pemerintah desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Lebih 

jauh, pelaksanaan kinerja BPD kurang jelas, pada akhirnya warga Desa Pelajau, 

Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, tidak mengetahui fungsinya. 

Kebingungan ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi, pada akhirnya 

menghambat kemampuan BPD untuk secara efektif menjaring aspirasi masyarakat 

yang kurang memahami peran dan tanggung jawabnya. Melihat kondisi tersebut, 

peneliti bermaksud untuk mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan dampaknya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Desa Pelajau Ulu, Kecamatan Banyuasin 

III, Kabupaten Banyuasin. Masalah-masalah ini memperlihatkan bahwasanya 
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meskipun BPD memiliki latar belakang pendidikan yang baik, masih ada 

kekurangan dalam penerapan fungsi dan wewenangnya. Penelitian lebih lanjut 

mengenai kinerja BPD di Desa Pelajau Ulu bertujuan untuk memahami faktor- 

faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan 

bagaimana BPD bisa lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti maka peneliti 

akan meneliti Seberapa besar kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menaikkan partisipasi masyarakat di bidang pemerintahan desa di desa pelajau ulu 

kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, riset ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menaikkan 

peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Secara khusus, riset 

ini bertujuan untuk mengevaluasi peran BPD dalam mendorong peningkatan peran 

serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Desa Pelajau Ulu, Kecamatan 

Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil riset ini di harapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1.4.1 Secara Teoritis 

Riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan 

pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu mengenai Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Hal ini bisa memperkaya kajian akademis terkait fungsi, peran, dan 

efektivitas BPD dalam sistem pemerintahan desa. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin 

Hasil riset ini bisa dipakai sebagai bahan kajian untuk menaikkan 
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pemahaman anggota BPD dan Kepala Desa mengenai fungsi dan peran mereka. Ini 

diharapkan bisa membantu dalam penataan dan optimalisasi peran BPD, serta 

memperbaiki koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa. Riset ini juga bisa 

menyediakan rekomendasi praktis untuk perbaikan proses dan mekanisme yang ada 

di desa, guna menaikkan efektivitas partisipasi masyarakat dan kinerja BPD. 

 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat umum dan 

pembaca mengenai bagaimana kinerja BPD mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan desa. Hal ini bisa menaikkan pemahaman masyarakat 

mengenai peran BPD dan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses 

pemerintahan desa. Serta mendorong partisipasi dengan informasi yang lebih baik 

mengenai fungsi BPD, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa dan menyampaikan aspirasi mereka secara 

efektif. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Penulisan Skripsi ini akan memperluas wawasan peneliti mengenai kinerja 

BPD dan partisipasi masyarakat. Ini juga bisa menaikkan pemahaman peneliti 

mengenai dinamika pemerintahan desa dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga 

perwakilan desa. Keterampilan Penelitian melalui riset ini, peneliti akan 

memperoleh keterampilan dalam metodologi penelitian, analisis data, dan 

penyusunan rekomendasi yang berguna untuk kajian akademis dan praktek 

pemerintahan desa. Riset ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan dampak positif bagi 

pengelolaan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat di Desa Pelajau Ulu.
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